
LEMBARAN

NOMOR 04

KABUPATEN CIANJUR

DAERAH

TAHUN 2AO7

PERATIIRAIY DAERAH I(ABT]PATEIY CIANJI]R
NOMOR 04 TAIILIN e,ooj

TENTAIYG

PERT'BAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABI,}PATEIV CIA}IJT}R
NOMOR 18 TAHIIN aoo4 TENTAIiIG KEDI]DUKAhI PROTOKOLER
DAN KEUANGAI\I PIMPINAN DAIII ANGGOTA DE'WAhI PERWAKIII\II

RAKYAT DAERAH KABT]PATEN CIANJTJR

DENGAN RAHI\{AT TUHAN YANG I\,IAHA ESA
BUPATI CIAI{JU&

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Prptokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur,
telah diahrr berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2oa4, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3o
Januari 2oo5 Nomor o8 Seri Dr;

bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor zr
Tahun 2oo7 tentang Perubahan Ketiga Atas Perafuran
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam
humf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2oo4.

Undang-Undang Nomor r4 Tahun rgbo tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun r95o Nomor 43);

Mengingat : 1.

b.

e.

2.

3.

4.
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 tentang perimbanean

Keuangan Antara pemerintah pusat dan pum"riiuh;;-b;;ili;
(Lembaran Negara Tahun zoo4Nomor rzo, rambah; rdb;;;;
Negara Nomor4+S8);

ro. 
n Raky;i D;;i;
O.embaran Negara Tahun 2oo4 Nomor 9r, Tambahd l;il;;
I*sqrlNomor 44Li) sebagaimana telah di,iu"tt aungan peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun agos (Lembaran ri"gara Tahun
.2oob Nomorr3o, Tambahan Iembaran Negara lEomoi+SOg);

r.4.tentang Dana
Perimb-angan (Icmb3_ran Negara Tahun zoi5 Nomlr bo,Tambahan lembaran Negara Ndmor 4STEli
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15. 
5 tentang

Pengelolaan lGuangan Daerah (Irembaran Negara Tahun 2oob
Nomor r4o, Tambahan lembaran Negara Nomor 4STS);

tT.
(euangan Daerah, Penganggaran
d.an Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tbnjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

19. Peraturan Daerah Nomor ez Tahun 2ooo tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah trhbupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Tahun 2ooo Nomor z6 Seri Dz);

eo. Peraturan Daerah lQbupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2oo4
tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2oo4
Nomor o6 Seri Dr);

2t, Peraturan Daerah Nomor t2 Tahun zoo6 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IIIPMD) I(abupaten
Cianjur Tahun zoo6-eou (L,embaran Daerah Tahun zoo6 Nomor
rz Seri D)

zz. Perafirran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor r8 Tahun zoo4
tentang Kedudukan Protokoler dan I(euangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
(Lembaran DaerahTahun 2oo4 Nomor o8 Seri Dr).

Dengan Persefujuan Bersama

DEWAN PERWAKII"{N RAKIIAT DAERAII IGBUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEIVIUTUSKAII:

Menetapkan : PERATURAN DAERAII TEMAI.IG PERIIBAHAN ATA,S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR T8 TAFIUN
2oo4 TENTAI.IG KEDUDUIGI,I PROTOKOIfi,R DAN KEUAI.IGANI
PIMPINANI DAN AI{GGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAIffAT
DAERAII IGBUPAIS,N CIANJUR

Pasal I

Beberapa ketenhran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Noinor 18 Tahun zoo4tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianjur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3o
Januari 2oob Nomor o8 Seri Dr, diubah sebagai beri}ut :
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BAB I, KETENTUA}I.I UMUM, Pasal r, diubah sebagai berikut:

t. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menunrt azas otonomi dan fugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsrp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD L945.

3. Pemerintah Daerah Bupati Cianjur beserta perangkat daerah
Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah !(abupaten Cianjur
selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
IGbupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

b. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang
diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

6. Bupati adalah Bupati Cianjur.

7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.

8. Pimpinan DPRD adalah ketua, wakil-wakil ketua DPRD
Kabupaten Cianjur.

9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD l(abupaten Cianjur.

ro. Seketariat DPRD adalah sekretariat DPRD lGbupaten Cianjur.

11. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD l(abupaten Cianjur.

rz. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau
lembagapemerintah non departemen di daerah.

rg. AIat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD
Kabupaten Cianjur.

r4. Fraksi adalah fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Cianjur.

15. Komisi adalah komisi-komisi dalam DPRD trkbupaten Cianjur.

16. Panitia musyawarah adalah adalah panitia musyrvarah DPRD
IGbupaten Cianjur.

r7. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD
yang dibentuk oleh DPRD, bertugas unfirk meneliti dan
memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota DPRD.

r8. Panitia khusus adalah panitia khusus DPRD lGbupaten
Cianjur.

r9; Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
IGbupaten Cianjur.

zo. Rapat paripurna adalah rapat paripurna DPRD l(abupaten
Cianjur.

er. Kunjungan kerja adalah kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur.

ee. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang
dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
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29. Masa reses adalah kegiatan DPRD di luar masa persidangan
yang dilakukan oleh para anggota DPRD di luar gedung DPRD.

e4. Kode etik DPRD adalah suatu acuan ketentuan etika prilaku
sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan
tugasnya.

25. Staf ahli DPRD adalah seseorang yang mempunyai keahlian
tertentr unhrk mendampingi DPRD di d.alam pelalsanaan
tugas dan kewajibannya.

26. Peraturan tata tertib adalah peraturan tata tertib DPRD
IGbupaten Cianjur.

27. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan
kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan,
perlakuan danlatau tempat dalam acara resmi atau pertemuan
resml.

e8. Protokoler adalah serangkaian aturan d.alam acara kenegaraan
atau acara resmi yang meliputi afuran mengenai tata tempat,
tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang
sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai
dengan jabatan danlatau kedudukannya dalam negara,
pemerintah dan masyarakat.

e9. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, d.alam
melaksanakan tugas dan fungsi tertenhr, dihadiri oleh pejabat
negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta
undangan lainnya.

3o. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara
dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

3r. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah
daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi.

32. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah,
pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu
dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

33. Tata pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bag
anggota DPRD, baik d.alam acara resmi, kegiatan dinas, harian,
kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri
hari-hari besar nasional/bersejarah.

94. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepad.a pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

Bb. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan
mengikuti rapat-rapat dinas.

36. Tirnjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada pimpinan dan anggota DPRD karena dengan
kedudukannya sebagai kehra, wakil ketua dan anggota DPRD.
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